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ABSTRACT. This research examines North Korea's violation of the principle of good faith under the Nuclear 

Non-Proliferation Treaty (NPT) and its legal consequences. The main issue addressed in this study is North 

Korea’s breach of the good faith principle within the framework of the NPT, which raises legal implications 

regarding its status and obligations as a party to the treaty. Although North Korea was formally bound by the 

NPT, it secretly developed a nuclear weapons program, demonstrating non-compliance with the fundamental 

principle of international treaty implementation. This issue was further exacerbated by its refusal to allow 

inspections by the International Atomic Energy Agency (IAEA) and its unilateral withdrawal from the NPT, which 

has sparked debate over the legitimacy and legality of such action.Using a normative juridical approach, this 

study analyzes North Korea’s clandestine development of nuclear weapons while still a member of the NPT, as 

well as the validity of its withdrawal from the treaty. The findings show that North Korea violated the principle of 

good faith through its secret nuclear program, refusal of IAEA inspections, and withdrawal that did not meet the 

requirements of Article X of the NPT. The withdrawal may be deemed invalid as it was conducted in bad faith and 

without fulfilling the treaty's formal provisions. The legal consequences include the continued applicability of 

obligations under the NPT and state responsibility for breaches of international law. Ideal forms of accountability 

include the cessation of the nuclear program, payment of reparations, guarantees of non-repetition, and renewed 

compliance with NPT provisions through verifiable denuclearization.. 
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ABSTRAK. Penelitian ini mengkaji pelanggaran asas good faith oleh Korea Utara terhadap Nuclear Non-

Proliferation Treaty (NPT) dan konsekuensi hukumnya. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah 

pelanggaran asas good faith oleh Korea Utara dalam kerangka Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), yang 

menimbulkan implikasi hukum terhadap status dan kewajibannya sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. 

Meskipun secara formal terikat pada NPT, Korea Utara diketahui mengembangkan program senjata nuklir secara 

tersembunyi, yang mencerminkan ketidak patuhan terhadap prinsip dasar pelaksanaan perjanjian internasional. 

Permasalahan ini diperparah oleh penolakannya terhadap inspeksi dari International Atomic Energy Agency 

(IAEA) serta penarikan diri secara sepihak dari NPT yang menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan dan 

legalitas tindakan tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis tindakan Korea Utara 

yang mengembangkan senjata nuklir secara diam-diam saat masih menjadi anggota NPT, serta keabsahan 

penarikan dirinya dari perjanjian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korea Utara telah melanggar asas 

good faith melalui pengembangan program nuklir rahasia, penolakan inspeksi IAEA, dan penarikan diri yang 

tidak memenuhi persyaratan Pasal X NPT. Penarikan diri tersebut dapat dianggap tidak sah karena dilakukan 

dengan itikad buruk dan tanpa memenuhi ketentuan formal perjanjian. Konsekuensi hukumnya mencakup tetap 

berlakunya kewajiban di bawah NPT dan tanggung jawab negara atas pelanggaran hukum internasional. Bentuk 

pertanggungjawaban ideal meliputi penghentian program nuklir, pembayaran reparasi, jaminan non-pengulangan, 

dan kembali mematuhi ketentuan NPT melalui denuklirisasi yang terverifikasi. 

 

Kata Kunci: Good Faith, Korea Utara, Nuclear Non-Proliferation Treaty, Penarikan Diri, Pertanggungjawaban 

Negara. 

 

1. PENDAHULUAN 

Perjanjian ini membedakan negara-negara tanpa senjata nuklir (NNWS) dari negara-

negara bersenjata nuklir (NWS), yang merupakan negara yang memiliki senjata nuklir sebelum 

1 Januari 1967 (Rockwood, Laura dan Persbo, Andreas.2021)). Perjanjian Nuclear Non-
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Proliferation Treaty (NPT) terdiri dari tiga pilar utama: non-proliferasi, pelucutan senjata, dan 

hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Ini dimulai pada tahun 1970. 

Di Pasal I, negara-negara bersenjata nuklir berjanji untuk tidak mentransfer atau membantu 

negara lain memperoleh senjata nuklir, dan di Pasal II, negara-negara tanpa senjata nuklir 

berjanji untuk tidak menerima, mengembangkan, atau memperoleh senjata nuklir. Tujuan 

dibuatnya perjanjian ini adalah terciptanya sistem non-proliferasi, yaitu adalah untuk 

mencegah penyebaran senjata pemusnah massal, terutama senjata nuklir, ke negara-negara 

yang tidak memilikinya. 

Dengan meningkatnya penyebaran senjata nuklir, keamanan global menghadapi 

tantangan yang signifikan, khususnya oleh negara-negara yang menentang rezim keamanan 

internasional. Dalam hal ini, Korea Utara salah satu negara yang pernah menjadi anggota 

Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) tetapi kemudian keluar dari perjanjian dan 

mengembangkan arsenal nuklir secara publik. Perilaku Korea Utara menimbulkan pertanyaan 

mendasar tentang keberhasilan NPT serta konsekuensi dari pelanggaran prinsip good faith 

dalam hukum perjanjian internasional. Kekuatan nuklir Korea Utara mengancam stabilitas Asia 

Timur dan sistem global non-proliferasi yang telah dibangun sejak tahun 1968. Korea Utara 

menjadi anggota NPT pada tahun 1985, tetapi selama menjadi anggota, negara tersebut terbukti 

mengembangkan program nuklir secara rahasia, bertentangan dengan komitmen yang dibuat 

dalam perjanjian. Pada tahun 2003, Korea Utara mengumumkan keluar dari NPT, meskipun 

hukum internasional mempertanyakan legalitas penarikan tersebut. Sejak itu, Korea Utara telah 

menyatakan dirinya sebagai negara bersenjata nuklir dan melakukan enam uji coba nuklir 

antara tahun 2006 dan 2017. Serangkaian sanksi dari Dewan Keamanan PBB dan preseden 

berbahaya bagi rezim non-proliferasi di seluruh dunia telah dihasilkan oleh tindakan ini, yang 

menunjukkan bagaimana sebuah negara dapat mengeksploitasi celah dalam sistem untuk 

mencapai tujuan nuklirnya. 

Negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir diharuskan untuk menerima 

pengamanan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memverifikasi bahwa 

mereka memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian. Menurut NPT, sistem 

pengamanan IAEA dimaksudkan untuk memastikan bahwa bahan nuklir tidak dialihkan dari 

kegiatan damai ke program senjata nuklir. Negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir 

diharuskan untuk menandatangani perjanjian pengamanan komprehensif dengan IAEA, yang 

memberikan akses bagi inspektur internasional ke fasilitas nuklir mereka. Protokol Tambahan 

tahun 1997 lebih jauh memperkuat sistem pengamanan dengan memberikan IAEA otoritas 

yang lebih luas untuk memeriksa fasilitas nuklir yang dimiliki oleh negara Namun, Korea Utara 
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melanggar kewajiban transparansi menurut NPT dan menunjukkan ketidakpercayaan dalam 

pelaksanaan perjanjian dengan mengusir inspektur IAEA dari negara tersebut setelah secara 

konsisten menolak memberikan akses penuh kepada IAEA sebaga lembaga berwenang yang 

nemiliki fungsi pengawasan terkait, yang menunjukkan ketidakpercayaan dalam pelaksanaan 

perjanjian dan melanggar kewajiban transparansi NPT yang merupakan indikasi kurangnya 

good faith  dalam perjanjian. 

Asas good faith merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perjanjian 

internasional, dikodifikasi dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, Prinsip ini 

sangat penting untuk integritas sistem hukum internasional karena menunjukkan bahwa 

negara-negara tidak boleh menggunakan strategi yang tidak jujur atau manipulatif untuk 

menghindari komitmen mereka, seperti yang dilakukan Korea Utara dengan mengembangkan 

nuklir rahasia selama menjadi anggota NPT. Dalam hukum perjanjian internasional modern, 

good faith mengandung beberapa kewajiban penting yang dibebankan kepada anggota 

perjanjian. Ini termasuk kewajiban untuk mematuhi ketentuan perjanjian baik secara harfiah 

maupun moral dan bekerja sama dengan baik dengan pihak lain. 

Kasus Korea Utara adalah contoh yang tepat tentang apa yang akan terjadi ketika suatu 

negara melanggar prinsip good faith dalam pelaksanaan perjanjian internasional. Korea Utara 

telah melanggar NPT dan menarik diri, menimbulkan risiko keamanan dan tantangan bagi 

rezim non-proliferasi di seluruh dunia. Dengan melihat kasus ini dari sudut pandang 

kepercayaan diri dalam hukum perjanjian internasional, kita dapat mengetahui kelemahan 

sistem saat ini dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan 

di masa depan. Memahami hubungan antara kepercayaan, kepatuhan perjanjian, dan keamanan 

global semakin penting saat tantangan terhadap tatanan internasional terus meningkat. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian dalam artikel ini metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum 

normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap asas, norma, dan ketentuan 

hukum dalam perjanjian internasional serta penerapannya pada kasus konkret. 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang 

mengkaji penerapan norma-norma hukum perjanjian internasional, khususnya asas good faith 

dalam konteks NPT dan pelanggaran yang dilakukan oleh Korea Utara. 
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Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan mengkaji ketentuan-

ketentuan dalam NPT, Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, resolusi Dewan 

Keamanan PBB terkait Korea Utara, serta instrumen hukum internasional lainnya yang 

relevan. 

2. Pendekatan kasus (case approach), dengan menganalisis kasus konkret pelanggaran NPT 

oleh Korea Utara, termasuk pengembangan senjata nuklir secara rahasia dan penarikan 

dirinya dari perjanjian. 

3. Pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan mengkaji konsep good faith 

dalam hukum perjanjian internasional, konsep pertanggungjawaban negara, dan konsep 

penarikan diri dari perjanjian internasional. 

Sumber Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum: 

1. Bahan hukum primer, yang meliputi Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 

1968, Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Resolusi Dewan Keamanan PBB 

terkait program nuklir Korea Utara, Safeguards Agreement IAEA, Protokol Tambahan 

IAEA 1997 

2. Bahan hukum sekunder, yang meliputi Buku-buku teks tentang hukum perjanjian 

internasional, jurnal-jurnal ilmiah terkait non-proliferasi nuklir dan hukum internasional, 

laporan-laporan IAEA tentang program nuklir Korea Utara, artikel-artikel ilmiah tentang 

asas good faith dalam hukum internasional, danasil penelitian terdahulu mengenai rezim 

non-proliferasi nuklir 

3. Bahan hukum tersier, yang meliputi Kamus hukum, ensiklopedia hukum internasional, 

dan indeks jurnal hukum internasional 

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) 

dengan mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelusuran bahan hukum dilakukan baik 

secara konvensional maupun melalui media elektronik. 
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3. PEMBAHASAN 

1. Tindakan Penarikan Diri Korea Utara Dari NPT Dapat Dikatan Sebagai 

Pelanggaran Asas Good Faith 

Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian menetapkan prinsip good faith 

(itikad baik) sebagai salah satu prinsip dasar hukum perjanjian internasional. Prinsip pacta sunt 

servanda Konvensi Wina menyatakan bahwa "setiap perjanjian yang berlaku mengikat para 

pihak dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik"(Villiger, Mark E.2021)). 

Menurut prinsip ini, negara-negara harus melaksanakan kewajiban yang mereka terima dari 

perjanjian dengan cara yang sesuai dengan tujuan dan maksud perjanjian, tanpa berusaha untuk 

menghindari atau merusak komitmen yang telah disetujui. Asas kepercayaan yang baik sangat 

penting dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), karena mengharuskan negara-negara 

untuk mematuhi komitmen non-proliferasi mereka dengan benar dan bekerja sama dengan 

badan pengawas internasional secara terbuka. 

Asas good faith (itikad baik) dalam hukum perjanjian internasional merupakan prinsip 

fundamental yang mewajibkan setiap negara untuk melaksanakan perjanjian dengan niat tulus, 

jujur, dan tidak bertindak secara manipulatif untuk menghindari kewajibannya. Prinsip ini 

dikodifikasi secara eksplisit dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, 

yang menyatakan bahwa "every treaty in force is binding upon the parties to it and must be 

performed by them in good faith." Dalam konteks Hukum Perjanjian Internasional (HPI), asas 

ini mencakup kewajiban negara untuk menaati ketentuan perjanjian tidak hanya secara tekstual 

tetapi juga secara moral dan substansial, termasuk menjalin kerja sama yang jujur dengan 

pihak-pihak lain dalam perjanjian. Seperti yang tercermin dalam kasus Korea Utara dalam latar 

belakang di atas, pelanggaran terhadap asas good faith tampak dari tindakan negara tersebut 

yang secara diam-diam mengembangkan program nuklir saat masih menjadi anggota NPT, 

menolak akses pengawasan IAEA, serta akhirnya keluar dari perjanjian secara sepihak. 

Tindakan ini mencerminkan pelanggaran terhadap integritas dan kepercayaan dalam sistem 

hukum internasional, sekaligus menunjukkan bagaimana kelemahan dalam penerapan asas 

good faith dapat mengancam keamanan global dan efektivitas perjanjian internasional. 

Korea Utara bergabung dengan NPT pada Desember 1985, tetapi mulai berperilaku tidak 

sesuai dengan prinsip kebaikan. Korea Utara hanya menandatangani perjanjian pengamanan 

dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada tahun 1992, setelah menunda selama 

hampir tujuh tahun. Penundaan ini menunjukkan ketidakmampuan untuk mematuhi prinsip 

NPT, yang menuntut transparansi dan verifikasi dalam kegiatan nuklir damai. Deklarasi Korea 

Utara tidak sesuai dengan hasil IAEA segera setelah inspeksi dimulai. Inspeksi 
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mengungkapkan bukti bahwa Korea Utara telah menghasilkan jumlah plutonium yang lebih 

besar daripada yang diakui, menunjukkan bahwa program senjata nuklir Korea Utara masih 

berlangsung. Ketidakjujuran ini melanggar asas good faith yang dikodifikasi dalam Konvensi 

Wina, karena Korea Utara mengejar tujuan yang bertentangan dengan komitmennya yang jelas 

untuk NPT sementara tetap menjadi anggota secara de facto. 

Tindakan Korea Utara secara teratur menolak untuk memberikan akses penuh kepada 

inspektur IAEA untuk memeriksa fasilitas yang dianggap mencurigakan, terutama dua situs 

pembuangan limbah di kompleks nuklir Yongbyon. Korea Utara menolak NPT pada Maret 

1993, menanggapi permintaan IAEA untuk "inspeksi khusus" fasilitas yang tidak 

dideklarasikan. Meskipun dia kemudian "menangguhkan" penarikan dirinya setelah negosiasi 

dengan Amerika Serikat, tindakan ini menunjukkan pola taktis yang menggunakan ancaman 

penarikan diri sebagai alat diplomasi daripada membuat keputusan dengan baik berdasarkan 

"kejadian luar biasa" yang mengancam kepentingan tertinggi negara, seperti yang disyaratkan 

oleh Pasal X NPT. 

Pada awal tahun 2000-an, fakta bahwa Korea Utara telah menjalankan program 

pengayaan uranium rahasia yang melanggar komitmennya terhadap NPT dan bertentangan 

dengan janji pada perjanjian NPT. Program ini dilakukan secara rahasia melalui jaringan 

proliferasi internasional yang dipimpin oleh ilmuwan Pakistan A.Q. Khan. Ini menunjukkan 

upaya sistematis dan disengaja untuk mengejar senjata nuklir sementara Korea Utara berada di 

luar NPT, Karena melibatkan penipuan yang disengaja dan bertujuan untuk menghancurkan 

dasar perjanjian itu sendiri, tindakan ini merupakan bentuk paling murni dari pelaksanaan 

perjanjian dengan bad faith. 

A. Kewajiban Pemenuhan Asas Good Faith dalam Aspek Hukum Internasional 

Dari sudut pandang hukum perjanjian internasional, pelanggaran kepercayaan yang 

dilakukan Korea Utara memengaruhi pemahaman kita tentang kewajiban yang ditetapkan oleh 

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian. Konvensi tersebut menyatakan bahwa 

interpretasi dan pelaksanaan perjanjian dengan good faith adalah kewajiban substansial dan 

prosedural yang sangat penting bagi integritas seluruh sistem hukum internasional. Pasal 26 

dan 31 Konvensi Wina menetapkan kerangka hukum yang mengharuskan negara-negara untuk 

mematuhi baik klausul maupun semangat perjanjian. Dalam kasus Korea Utara, negara tersebut 

telah melanggar prinsip-prinsip dasar kepercayaan berikut: (1) mengejar tujuan yang 

bertentangan dengan objek dan tujuan perjanjian selama masa keanggotaannya; (2) secara 

sistematis menyembunyikan aktivitas yang melanggar komitmennya; (3) menolak kerja sama 

dalam verifikasi dan pengawasan; dan (4) menggunakan mekanisme penarikan diri secara tidak 
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tepat untuk menghindari konsekuensi dari pelanggaran sebelumnya. Setiap satu dari 

komponen-komponen ini akan melanggar prinsip kepercayaan moral, dan jika digabungkan, 

mereka akan membentuk penolakan sistematis terhadap prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian 

internasional. 

Sejak tahun 1990-an, Korea Utara telah melanggar ketentuan NPT dengan 

mengembangkan program senjata nuklir secara rahasia, terutama melalui program pengayaan 

uranium yang disembunyikan, dan menolak untuk memberikan akses penuh kepada inspektur 

IAEA. Tindakan ini bertentangan dengan komitmen utama Korea Utara di bawah Pasal II NPT, 

yang melarang negara non-nuklir "menerima transfer senjata nuklir" atau "memproduksi atau 

memperol" senjata nuklir. Mengembangkan kemampuan senjata nuklir sambil berpura-pura 

mematuhi NPT merupakan pelanggaran besar terhadap prinsip kepercayaan yang diatur dalam 

Pasal 26 Konvensi Winna 1969 yang mewajibkan negara-negara untuk melaksanakan 

kewajiban perjanjian mereka secara jujur, tulus, dan konsisten dengan maksud serta tujuan 

perjanjian tersebut. 

Menurut Pasal 3 Konvensi Winna 1969, "suatu perjanjian harus ditafsirkan dengan itikad 

baik sesuai dengan arti biasa yang diberikan kepada ketentuan-ketentuan perjanjian dalam 

konteksnya dan dalam terang objek dan tujuannya." Korea Utara melanggar prinsip NPT 

dengan menginterpretasikannya secara sempit dan manipulatif, terutama dengan menunda 

inspeksi secara sistematis, membatasi akses ke beberapa fasilitas, dan akhirnya menggunakan 

ketentuan penarikan diri dalam Pasal X NPT dengan ya. Interpretasi yang beritikad baik 

terhadap NPT jelas mencakup kewajiban untuk menghindari pengembangan senjata nuklir 

secara rahasia dan bekerja sama dengan IAEA secara terbuka. Interpretasi Korea Utara tentang 

ketentuan "kejadian luar biasa" dalam Pasal X NPT sebagai alasan penarikan dirinya pada 

tahun 2003 merupakan "contoh klasik dari interpretasi perjanjian dengan bad faith" karena 

tujuan mereka adalah untuk memanipulasi ketentuan prosedural untuk menghindari 

konsekuensi pelanggaran substantif, sehingga persyaratan good faith dalam Pasal 31 VCLT 

jelas bertentangan dengan interpretasi ini. 

Selain itu, Piagam PBB mengandung ketentuan yang relevan tentang kepercayaan yang 

dilanggar Korea Utara dalam konteks NPT. Pasal 2(2) Piagam PBB menyatakan bahwa "semua 

Anggota, untuk memastikan hak-hak dan keuntungan-keuntungan yang berasal dari 

keanggotaan kepada semua, harus memenuhi dengan itikad baik kewajiban-kewajiban yang 

mereka pikul sesuai dengan Piagam ini (Nolte, Georg.2020))", meskipun ketentuan ini secara 

eksplisit mengacu pada kewajiban yang ditetapkan dalam Piagam PBB. Menurut Pasal 2(2), 

prinsip good faith yang lebih luas berlaku untuk semua hubungan internasional, dan 
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pelanggaran Korea Utara terhadap NPT secara tidak langsung melanggar komitmen untuk 

memenuhi kewajiban internasional dengan niat baik. Selain itu, mengingat fakta bahwa 

penarikan diri kontroversial Korea Utara dari NPT berdampak pada perdamaian dan keamanan 

internasional (mandat utama PBB), pelanggaran Korea Utara terhadap NPT merupakan 

pelanggaran terhadap mandat utama PBB. 

B. Keabsahan Penarikan Diri Korea Utara Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku 

Dalam Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) 

Korea Utara meninggalkan NPT pada Januari 2003, yang merupakan keputusan 

kontroversial, menunjukkan bahwa negara itu tidak menghormati prinsip kepercayaan dalam 

hukum perjanjian internasional. Meskipun Pasal X NPT memberikan hak kepada negara 

anggota untuk menarik diri jika "kejadian luar biasa" telah "membahayakan kepentingan 

tertinggi" negara tersebut, penarikan diri Korea Utara didasarkan pada gagasan bahwa 

kebijakan "permusuhan" Amerika Serikat merupakan ancaman eksistensial yang 

membenarkan tindakannya.. Banyak pakar hukum internasional dan negara anggota NPT 

mempertanyakan keabsahan justifikasi ini, terutama karena "kejadian luar biasa" yang diklaim 

tampaknya merupakan konsekuensi dari pelanggaran Korea Utara sendiri terhadap perjanjian 

tersebut. Menggunakan mekanisme penarikan diri untuk menghindari konsekuensi dari 

pelanggaran sendiri bertentangan dengan prinsip good faith sebagaimana diatur dalam 

Konvensi Wina. Artikel 62 Konvensi Wina, yang mengatur tentang perubahan fundamental 

keadaan (rebus sic stantibus), secara khusus mengecualikan situasi di mana perubahan keadaan 

dihasilkan dari pelanggaran negara yang menggunakannya sebagai dasar untuk mengakhiri 

partisipasi dalam perjanjian. 

Penarikan diri Korea Utara dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) pada Januari 

2003 secara substansial melanggar hukum perjanjian internasional. Negara anggota dapat 

menarik diri, menurut Pasal X(1) NPT, tetapi dengan persyaratan substantif dan prosedur yang 

jelas: negara tersebut harus memberikan pemberitahuan kepada semua pihak dan Dewan 

Keamanan PBB tiga bulan sebelumnya, serta menyertakan "pernyataan tentang kejadian luar 

biasa (extraordinary events) yang menurutnya telah membahayakan kepentingan tertinggi 

negaranya.". Penarikan diri Korea Utara menjadi masalah secara prosedural karena mengklaim 

mereaktivasi pemberitahuan penarikan diri tahun 1993, yang sebelumnya "ditangguhkan" satu 

hari sebelum menjadi efektif. Tidak ada dasar untuk argumen ini di NPT atau hukum perjanjian 

internasional yang lebih luas. Penangguhan penarikan diri bukanlah konsep yang diakui dalam 

hukum perjanjian internasional, dan penarikan diri yang ditangguhkan secara efektif menjadi 

batal, mengharuskan proses baru jika negara tersebut ingin menarik diri di kemudian hari. 
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Secara substansial, alasan Korea Utara untuk meninggalkan, yang disebut sebagai 

"kebijakan bermusuhan" AS, tidak memenuhi standar "kejadian luar biasa" yang 

membahayakan kepentingan tertinggi negara, menurut Pasal X. Ketegangan dengan Amerika 

Serikat sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran Korea Utara terhadap NPT dan perjanjian 

perlindungan IAEA, khususnya program pengayaan uranium rahasianya.  Dalam konteks NPT, 

peristiwa luar biasa harus mencakup perubahan yang signifikan dan tidak dapat diprediksi 

dalam cara negara yang menarik diri bertindak. Karena "kebijakan bermusuhan", yang 

dikatakan sebagian besar merupakan tanggapan internasional terhadap ketidakpatuhan Korea 

Utara, negara itu tidak memenuhi persyaratan ini. Lebih lanjut, Konvensi Wina tentang Hukum 

Perjanjian 1969 (Pasal 62) menyatakan secara tegas bahwa perubahan keadaan tidak dapat 

digunakan sebagai alasan untuk mengakhiri perjanjian kecuali jika perubahan tersebut 

dihasilkan dari pelanggaran oleh pihak yang mengklaim perubahan tersebut. Prinsip ini 

diterapkan pada kasus Korea Utara oleh Shaw (2023) dan menyimpulkan bahwa "negara tidak 

dapat secara sah menarik diri dari perjanjian dengan alasan situasi yang diciptakan oleh 

pelanggaran kewajibannya sendiri." 

2. Konsekuensi Hukum dari Pelanggaran Asas Good Faith oleh Korea Utara  

Berdasarkan kerangka hukum internasional yang berlaku, konsekuensi hukum dapat 

muncul jika Korea Utara melanggar prinsip good faith dalam rangka Nuklir Non-Proliferation 

Treaty (NPT). Secara prosedural, pelanggaran ini pertama kali ditemukan oleh mekanisme 

verifikasi Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Menurut Statuta IAEA, mekanisme ini 

bertanggung jawab untuk melaporkan ketidakpatuhan Korea Utara kepada Dewan Keamanan 

PBB. Laporan IAEA tahun 2002 tentang program pengayaan uranium rahasia Korea Utara 

mendorong tindakan multilateral terhadap pelanggaran tersebut. Menurut prinsip-prinsip yang 

terkandung dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 (VCLT), terutama Pasal 70 

yang menyatakan bahwa hak, kewajiban, atau situasi hukum para pihak yang tercipta melalui 

pelaksanaan perjanjian sebelum pelaksanaan perjanjian tidak dipengaruhi oleh penarikan diri 

Korea Utara dari NPT pada tahun 2003. Pelanggaran good faith yang terjadi selama Korea 

Utara menjadi anggota NPT menyebabkan tanggung jawab hukum yang tidak dapat 

dihilangkan oleh penarikan diri sepihak, terutama karena sifat penarikan diri yang 

dipertanyakan. 

Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB, termasuk Resolusi 1695 (2006) 

hingga Resolusi 2397 (2017), adalah konsekuensi hukum yang paling nyata dari pelanggaran 

Korea Utara. Sanksi-sanksi ini secara bertahap meningkat dalam luas dan kekerasan. Komisi 

Hukum Internasional membangun Draft Articles on State Responsibility (DASR), yang 



 
Pelanggaran Asas Good Faith terhadap Perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty 

(NPT) Oleh Korea Utara 

66        MAJELIS – VOLUME. 2 NOMOR. 2 MEI 2025 
 
 
 

menetapkan kerangka kerja untuk konsekuensi hukum dari tindakan internasional yang salah. 

Sanksi-sanksi ini, yang mencakup larangan ekspor dan impor berbagai barang, pembekuan 

aset, dan pembatasan perjalanan, merupakan konsekuensi langsung yang dibenarkan. Sanksi 

ini diberlakukan secara kolektif dan diterapkan terhadap pelanggaran kewajiban yang dianggap 

erga omnes dalam rezim non-proliferasi. Ini membedakan mereka dari tindakan 

countermeasures bilateral secara hukum. Meskipun tidak berhasil mencapai tujuan 

denuklirisasi, upaya diplomatik multilateral seperti Six-Party Talks (2003-2009) menambah 

respons internasional, kegagalan negosiasi ini sebagian disebabkan oleh pemahaman yang 

tidak memadai tentang dinamika kepatuhan terhadap perjanjian dan konsekuensi hukum dari 

pelanggaran good faith, serta ketidakmampuan untuk menerapkan insentif dan disinsentif yang 

efektif. 

Dari sudut pandang tanggung jawab negara, konsekuensi hukum yang ideal dari 

pelanggaran good faith oleh Korea Utara seharusnya mencakup pengakuan pelanggaran, 

penghentian segera program senjata nuklir, jaminan bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi, dan 

tindakan reparasi yang sesuai. Namun, dalam kenyataannya, Korea Utara telah menolak untuk 

mengambil tanggung jawab yang ditetapkan oleh hukum dan justru semakin melanggar dengan 

mengembangkan senjata nuklir. Karena tidak ada mekanisme penegakan yang lebih kuat di 

negara-negara non-proliferasi global, dan Korea Utara tidak mau tunduk pada putusan badan 

peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ), konsekuensi hukum sebagian 

besar terbatas pada sanksi ekonomi dan diplomatik. Hwang (2023) berpendapat bahwa kasus 

Korea Utara menunjukkan bahwa struktur penegakan hukum internasional memiliki 

keterbatasan penting. Ini karena Korea Utara adalah negara yang secara sadar menolak untuk 

mengikuti standar dan mengambil posisi isolasionis terhadap dunia (Hwang, Jaeho.2023)). 

Perkembangan signifikan dalam respons hukum internasional terhadap pelanggaran 

Korea Utara menunjukkan pengakuan akan kewajiban non-proliferasi erga omnes, dengan 

fokus yang semakin besar pada tanggung jawab negara lain untuk tidak mendukung atau 

memfasilitasi program nuklir Korea Utara (Park, John S. dan Jenkins, Brian. 2024)). Metode 

ini menunjukkan peningkatan kesadaran tentang tanggung jawab bersama untuk menjaga 

standar dasar seperti non-proliferasi nuklir dalam sistem hukum internasional. Pada akhirnya, 

kerangka hukum yang mendasari konsekuensi tersebut tetap penting sebagai dasar untuk 

tindakan internasional dan sebagai standar terhadap mana perilaku Korea Utara terus dinilai. 

Ini terjadi meskipun pelaksanaan penuh dari konsekuensi tersebut masih sulit dicapai dalam 

konteks Korea Utara yang keras kepala. 
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Bentuk Pertanggungjawaban Semestinya Berdasarkan Hukum Internasional 

Korea Utara tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum internasional atas 

pelanggaran terhadap Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang dilakukan saat masih 

menjadi anggota perjanjian tersebut. Meskipun Korea Utara secara resmi menyatakan 

penarikan diri dari NPT pada tahun 2003, prinsip hukum internasional yang tertuang dalam 

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT) dan Draf Artikel tentang Tanggung Jawab 

Negara (DASR) menegaskan bahwa sebuah negara tidak dapat menghindari tanggung jawab 

hukum atas tindakan pelanggaran yang dilakukan sebelum keluar dari suatu perjanjian. 

Pelanggaran Korea Utara terhadap Pasal II dan III NPT, yang melarang pengembangan senjata 

nuklir dan mewajibkan pengawasan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), 

merupakan tindak pelanggaran internasional yang tetap harus dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan prinsip hukum internasional yang diakui secara luas, penarikan diri dari 

suatu perjanjian tidak memiliki efek retroaktif terhadap kewajiban yang telah dilanggar 

sebelumnya. Pasal 70 Konvensi Winna 1969 menyatakan bahwa berakhirnya suatu perjanjian 

"tidak mempengaruhi hak, kewajiban, atau situasi hukum para pihak yang tercipta melalui 

pelaksanaan perjanjian tersebut sebelum berakhir." Demikian pula, Draft Articles on State 

Responsibility (DASR) oleh International Law Commission (ILC) menegaskan bahwa negara 

yang melakukan tindakan yang melanggar kewajiban internasional memiliki tanggung jawab 

untuk memberikan reparasi penuh atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, 

pelanggaran Korea Utara terhadap NPT yang terjadi antara tahun 1985 (ketika bergabung 

dengan NPT) hingga 2003 (ketika menyatakan keluar) tetap menimbulkan tanggung jawab 

hukum internasional. 

Dalam empat tahun terakhir, komunitas internasional semakin memperkuat posisi ini 

melalui serangkaian resolusi Dewan Keamanan PBB dan pernyataan bersama dari negara-

negara pihak NPT. Pada tahun 2021, Konferensi Tinjauan NPT yang tertunda menghasilkan 

pernyataan yang secara eksplisit menegaskan kembali bahwa Korea Utara tidak dapat 

melepaskan kewajiban yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan saat masih menjadi 

anggota perjanjian. Pernyataan ini menunjukkan konsensus yang berkembang di kalangan 

negara-negara pihak bahwa penarikan diri yang dilakukan Korea Utara tidak menghapuskan 

pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran sebelumnya. 

Implikasi dari posisi hukum ini sangat signifikan bagi rezim non-proliferasi global. Jika 

negara diizinkan untuk menghindari konsekuensi dari pelanggaran perjanjian hanya dengan 

menarik diri dari perjanjian tersebut, maka integritas seluruh sistem perjanjian internasional 

akan terancam. Dalam kasus Korea Utara, pengembangan program nuklir selama menjadi 
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anggota NPT merupakan pelanggaran fundamental terhadap tujuan dan prinsip dasar 

perjanjian. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2569 (2022) memperkuat pandangan ini, dengan 

secara khusus menyebutkan bahwa penarikan diri dari NPT tidak membebaskan Korea Utara 

dari kewajiban yang timbul dari pelanggaran sebelumnya. 

Mekanisme pertanggungjawaban yang tersedia dalam konteks ini mencakup serangkaian 

tindakan oleh komunitas internasional, termasuk sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, dan 

potensi gugatan melalui badan-badan internasional. Meskipun demikian, tantangan praktis 

dalam menegakkan pertanggungjawaban ini tetap signifikan mengingat sifat tertutup rezim 

Korea Utara dan kurangnya kemauan politik untuk terlibat secara konstruktif dengan 

mekanisme hukum internasional. Laporan Panel Ahli PBB tahun 2023 menunjukkan bahwa 

Korea Utara terus mengembangkan program nuklirnya tanpa mengindahkan kewajiban 

internasional, sementara dialog mengenai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran 

sebelumnya tetap stagnan. 

Kesimpulannya, meskipun Korea Utara telah menarik diri dari NPT, prinsip hukum 

internasional yang mapan dan perkembangan normatif dalam empat tahun terakhir menegaskan 

bahwa negara tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang 

dilakukan sebelum penarikan diri. Pengakuan terhadap prinsip ini penting tidak hanya untuk 

integritas rezim NPT secara khusus, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas hukum internasional 

secara umum. Tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban yang efektif, terdapat risiko 

bahwa negara-negara lain mungkin mengambil jalan serupa untuk menghindari kewajiban 

internasional mereka, yang pada akhirnya dapat melemahkan seluruh kerangka keamanan 

global. 

 

4. KESIMPULAN 

Korea Utara telah melakukan pelanggaran serius terhadap asas good faith dalam konteks 

NPT melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan ketidakjujuran dan ketidaktaatan pada 

komitmen dalam perjanjian. Pelanggaran ini terlihat dari pengembangan program nuklir secara 

rahasia selama menjadi anggota NPT, penolakan inspeksi IAEA, serta proses penarikan diri 

yang tidak memenuhi persyaratan Pasal X NPT, khususnya terkait pemberitahuan tiga bulan 

sebelumnya dan penjelasan mengenai "peristiwa luar biasa" yang mengancam kepentingan 

nasional tertinggi. Dengan demikian, penarikan diri Korea Utara dari NPT dapat dianggap tidak 

sah karena dilakukan dengan itikad buruk dan tidak memenuhi ketentuan formal dalam 

perjanjian tersebut. 
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Konsekuensi hukum dari pelanggaran asas good faith oleh Korea Utara meliputi tetap 

berlakunya kewajiban di bawah NPT karena penarikan diri yang tidak sah, serta tanggung 

jawab negara atas tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Bentuk 

pertanggungjawaban ideal mencakup kewajiban Korea Utara untuk menghentikan program 

nuklirnya, membayar reparasi atas kerusakan yang ditimbulkan terhadap rezim non-proliferasi 

global, memberikan jaminan tidak akan mengulangi pelanggaran serupa, serta kembali 

mematuhi ketentuan NPT melalui denuklirisasi yang dapat diverifikasi dan tidak dapat dibalik. 

Penegakan pertanggungjawaban ini memerlukan kombinasi pendekatan diplomatik, sanksi 

ekonomi yang ditargetkan, dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang didukung 

oleh komunitas global. 
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